BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.163, 2010 KEMENTERIAN KEHUTANAN. Hutan
Kemasyarakatan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.13/MENHUT-11/2010
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.37/MENHUT-11/2007
TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2), Pasal 94 ayat (3),
Pasal 95 ayat (2), Pasal 96 ayat (8), dan Pasal 98 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 3 tahun 2008, dinyatakan bahwa
ketentuan lebih lanjut tentang hutan kemasyarakatan
diatur dengan Peraturan Menteri;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan huruf a, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan  Nomor
P.37/Menhut-11/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan;

c. bahwa dalam rangka mempercepat penetapan areal kerja
hutan kemasyarakatan maka  perlu segera
menyederhanakan prosedur permohonan usulan dan
verifikas dalam rangka penetapan areal kerja hutan
kemasyarakatan;,
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Mengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf c, perlu merubah Peraturan Menteri
Kehutanan tentang P.37/Menhut-11/2007 Tahun 2007
tentang Hutan Kemasyarakatan;,

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservass Sumberdaya Alam Hayati dan Ekositemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1990
Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun
1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah bebergpa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
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